BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa kemampuan aparat desa Kalia dalam pengelolaan alokasi
dana belum optimal. Hal ini disebabkan karena pendidikan dari aparat desa Kalia
rata-rata hanya lulusan SMP bahkan ada yang lulusan SD serta kurangnya
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparat desa Kalia sehingga dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban
pengelolaan alokasi dana desa tidak berjalan secara efektif.

Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan atas alokasi dana desa oleh
aparat pemerintah desa Kalia terlihat sudah berjalan namun partisipasi
masyarakat sangat kurang untuk melaksanakan proses perencanaan sehingga
tidak terbentuknya keterbukaan akses informasi bagi masyarakat terhadap
kegiatan yang dilakukan di desa Kalia. Aparat desa tidak memberikan
keleluasaan bagi masyarakat untuk pengambilan keputusan yang mengakibatkan
tidak terjadinya respon yang positif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sehingga, kemampuan aparat desa Kalia tidak dapat mencerminkan
akuntabilitas didalam pengelolaan alokasi dana desa.

Kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada
tahap pelaksanaan terlihat bahwa tugas yang dilakukan oleh pemerintah desa
Kalia belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga
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mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Kalia
Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una berjalan kurang baik.

Berdasarkan aspek pertanggungjawaban pengelolaan dana alokasi dana
desa yang deteliti bahwa kapasitas aparat desa Kalia dalam penyusunan
pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa masih sangat rendah. Hal
ini dilihat dari tingkat kemampuan aparat pemerintah desa sering terlambat
dalam membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa, sehingga
masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi untuk aparat desa Kalia.

Dari aspek pengawasan terlihat bahwa kurangnya pengawasan kepala
desa yang berakibat pada keterlambatan pertanggungjawaban yang dibuat oleh
bendahara desa, juga kepala desa tidak berpartisipasi aktif dalam
mengoptimalkan pengawasan terhadapat kinerja aparat desa dalam membuat
laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Selain itu, pengawasan secara
melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur
organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan
pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas.
Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pengawasan tidak melekat di desa
Kalia, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalia masih belum
nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program
tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk
menghindari terjadinya kesalahan, penyeleweangan atau hal-hal lain yang tidak
dinginkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamnya masyarakat akan
adanya program alokasi dana desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan

transparansi penggunaan dana alokasi dana desa dari aparat desa Kalia.
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Selain itu ada pun kendala-kendala kemampuan aparat desa Kalia dalam
pengelolaan alokasi dana desa yaitu rendahnya pendidikan sumber daya
manusia dalam hal ini aparat desa Kalia maupun penduduk desa Kalia yang
menjadi penghambat utama dalam pengelolaan alokasi dana desa, selain tingkat
pendidikan aparat desa Kalia yang masih rendah faktor kesadaran/kemauan
aparat desa juga masih kurangnya terhadapat tanggungjawab masing-masing
aparat desa Kalia dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing dan kendala
lainya seperti pengawasan dari tingkat kabupaten/kecamatan masih kurang.
Sehingga kedepannya dibutuhkan bimbingan kepada aparat desa Kalia secara
maksimal dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten untuk memberikan
pendidikan dan pelatihan terhadap aparat desa Kalia dalam pengelolaan alokasi
dana desa sehingga aparat desa Kalia mengetahui segala sesuatunya yang
berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa.

5.2 Saran
Untuk lebih meningkatkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan
alokasi dana desa, ada beberapa saran pokok dari peneliti yaitu sebagai berikut:
1. Aparat desa hendaknya melibatkan elemen masyarakat dan kelompok
masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada didesa dalam membuat
perencanaan pembangunan desa sehingga sasaran dari pembangunan
sesuai dengan keinginan masyarakat.
2. Aparat desa Kalia hendaknya lebih peningkatan kemampuan dalam
pengelolaan alokasi dana desa baik dukungan berupa bimbingan teknis
administrasi untuk menunjang kemampuan teknis (mengoperasikan

komputer) agar mempercepat pembuatan persyaratan pencairan alokasi
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dana desa, maupun kemampuan memahami petunjuk peraturan undang-
undang yang mendukung aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana
desa untuk pengawasan dan pengendalian.

Pemerintah desa seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal
pertanggungjawaban anggaran alokasi dana desa kepada masyarakat desa.
Hal tersebut bisa dilakukan dengan menulis dan menempelkan penggunaan
anggaran alokasi dana desa di papan pengumuman desa karena
masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran
alokasi dana desa tersebut.

Pemerintah kecamatan dan kabupaten hendaknya lebih mengoptimalkan
dalam melakukan kegiatan/pelatihan keterampilan bagi aparat desa Kalia
dengan maksud agar supaya dari hasil pelatihan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan/keterampilan aparat desa Kalia dalam berbagai
aspek khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi tugas
dan tanggung jawabnya.

Untuk semakin menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang
tinggi dalam ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa,
maka disarankan kepada kepala desa Kalia beserta seluruh perangkat desa
agar adanya transparansi atau keterbukaan dengan masyarakat maupun
dengan elemen-elemen lembaga desa seperti lembaga pemberdayaan
masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa sehingga aparat desa
Kalia dapat memahami kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan alokasi dana desa.
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